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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 

perundang-undangan yang seharusnnya diterapkan terhadap perkara Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika. 

Dan untuk menganalisis dan mengkaji prospek pengaturan peraturan perundang-

undangan yang ideal terhadap TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana 

narkotika di masa yang akan datang.  

Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data 

primer. Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawncara dengan 

narasumber dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini secara kualitatif 

dengan penguraian secara deskriptif analitis preskriptif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur TPPU yang berasal 

dari tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat 

sepsialitas sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun 

demikian kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 mengatur komprehensif. Selain menggunakan asas lex 

specialis sistematis dalam penerapan hukum pidana tindak pidana tersebut juga 

dapat menggunakan asas lex consumens derogat legi consumptae. Prospek 

terhadap pengaturan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika pada masa 

yang akan datang ialah pertama, memberlakukan ketentuan hukum acara pidana 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk setiap tindak 

pidana pencucian yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang lain. 

Kedua, mendorong diundangkannya RUU Perampasan Aset dan juga melakukan 

harmonisasi RUU tersebut dengan Undang-Undang Narkotika. Ketiga, 

memasukan ketentuan mengenai TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana 

narkotika dalam klasifikasi delik yang dapat dibebankan pertanggungjawaban 

pidana korporasi dalam Undang-Undang Narkotika dan mendorong untuk segera 

diundangkannya RKUHP yang memiliki pengaturan pertanggungjawaban pidana 

korporasi secara komprehensif. Serta membuat pengaturan dalam hal korporasi 

tidak mampu membayar pidana denda yang diputuskan dalam amar putusan 

seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 
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